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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
2.1 
Kajian Pustaka
2.1.1 
Pajak
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar. Dengan pajak inilah pembiayaan negara dapat dilakukan sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan.
2.1.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, seperti dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas yaitu: 

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”
(2007:2)
Menurut Erly Suandy menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”

(2005:5)

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis menyimpulkan dapat bahwa terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. 
2.1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.

Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :
Menurut Mardiasmo menyebutkan bahwa:
“Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend) .”

(2003:1)

Sedangkan menurut Siti Resmi menyatakan bahwa :

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).”

(2003:2)

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend) . Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsi budgetair atau Fungsi Penerimaan

Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi budgetair atau fungsi penerimaan.
Fungsi budgetair seperti yang ditulis oleh Mardiasmo menyatakan bahwa 
“Fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.” 
(2003:1)
Begitu juga seperti halnya yang ditulis oleh Siti Resmi menyatakan bahwa 
“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.”

(2003:2)

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah. 
Penjelasan kutipan diatas adalah sebagai berikut:
1. Fungsi regulerend atau Fungsi Mengatur
Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan system pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi budgetair, yaitu fungsi regulerend atau fungsi mengatur.
Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo menyatakan bahwa:
“Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

(2003:1)

Begitu juga fungsi  regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas menyatakan bahwa :

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”

(2003:8)

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyinpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. 
Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan. Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional menjalankan pemerintahan yang maksimal, pemerintah membutuhkan dana yang sangat  besar salah satunya berasal dari sektor pajak.
2.1.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Polciy, Tax Law, dan Tax Administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain dan tak bisa dipsahkan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. 
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, sistem perpajakan terdiri dari:

1) Official Assesment System
2) Semi Self Assesment System

3) Full Self Assesment System

4) With Holding System

 (2006:25)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1.
 Officiasl Assesment System, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.

2.
Semi Self Assesment System, adalah wewenang pemngutan ada pada wajib ajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.

3.
Full Assesment System, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendirir pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.    

4.
With Holding System, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakn secara efektif sejak 1984.
2.1.2 
Ekstensifikasi
Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak telah melakukan berbagai kebijakan dan salah satunya adalah melalui ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya menambah jumlah wajib pajak. Ekstensifikasi pajak dilakukan untuk membidik wajib pajak baru karena potensi calon wajib sebenarnya sangat besar. Ekstensifikasi wajib pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ekstensifikasi, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan pendaftaran sebagai wajib pajak. 
2.1.2.1 Definisi Ekstensifikasi
Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang cetak biru Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010:
”Ekstensifikasi wajib pajak diartikan sebagai kegiatan mencari wajib pajak yang tersembunyi.”
Sedangkan menurut Faza:

“Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mewajibkan setiap obyek dan wajib pajak, baik pribadi maupun badan,mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak”.
(http://fazagirl.blogspot.com//)

Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak.
Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi harus berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tujuan dan kegiatan ekstensifikasi

b. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi

c. Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana kegiatan ekstensifikasi

d. Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
e. Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
· Persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
· Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi

· Pengawasan

Kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan terhadap wajib pajak,  seperti: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan property base sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen dan lainnya serta profesional based sasarannya seperti dokter, notaris/PPAT, pengacara, artis dan sebagainya. Petugas pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai wajib pajak serta memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak.
2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ/2006 tentang Tata cara pemutakhiran data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan, angka 1, dan 2 yaitu:

1. Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domosili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.
2. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP. Bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.
2.1.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan Ekstensifikasi
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 2 adalah sebagai berikut:

Angka 2

Ruang Lingkup kegiatan ekstensifikasi meliputi:

Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan atau orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.

Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahuun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.
2.1.2.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi
Kegiatan ekstensifikasi oleh Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 3 dan angka 4 adalah sebagai berikut:

Angka 3

Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak:

3.1 Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluihan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.

3.2 Dalam hal kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada seksi PPh, seksi PPN dan pajak tidak langsung lainnya di KPP untuk diperbantukan pada seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak.

3.3 Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.
Angka 4

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

4.1 Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

4.2 Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

4.3 Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

2.1.2.5 Data dan pencarian data dalam  pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 5, dan angka 6 adalah sebagai berikut:

Angka 5

Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain:

5.1 Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih;

5.2 Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata per bulan RP 300.000,- atau lebih;
5.3 Pemilik mobil dengan nilai Rp 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp 100.000.000,- atau lebih;

5.4 Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);

5.5 Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

5.6 Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;

5.7 Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 1.000.000.000,- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;

5.8 Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp 60.000.000,- atau lebih;

5.9 Pemilik telepon seluler pasca bayar;

5.10 Pemegang kartu kredit;

5.11 Pemegang polis atau premi asuransi;

5.12 Pemegang kartu keanggotaan Golf;

5.13 Artis;

5.14 Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium;

5.15 Pemilik kapal pesiar atau ”yacht”, ”speed boat”, dan pesawat terbang;

5.16 Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;

5.17 Pemilik rumah sewa dan kost;

5.18 Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;

5.19 Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;

5.20 Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, tetapi belum mempunyai NPWP;

5.21 Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL.

Angka 6

Pencarian data sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, dilakukan oleh:

6.1 Untuk Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
6.1.1 Direktorat Informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;
6.1.2 KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.
6.2 Untuk Wilayah di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP terdapat lebih dari satu KPP;
6.2.1 Kanwil DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.5;

6.2.2 KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.
6.3 Untuk wilayah di luar daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP hanya terdapat satu KPP, dilakukan oleh KPP.
6.4 Untuk Wilayah di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di luar kota kedudukan Kanwil DJP;

6.4.1 KPP, dalam hal sumber data berada di kota kedudukan KPP;

6.4.2 Kantor Penyuluhan Pajak, dalam hal sumber data berada di luar kota kedudukan KPP. 
6.5 Khusus untuk data peta blok dan DHR sebaimana dimaksud pada angka 5.7, KPPBB berkewajiban untuk menyampaikan ke KPP dalam wilayah kerja terkait. Dalam hal terdapat perubahan data DHR, KPPBB berkewajiban mengirimkan perubahan data tersebut kepada Kepala KPP terkait setiap akhir tahun.
2.1.2.6 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi
1. Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 7,8,10,11 adalah sebagai berikut:

Angka 7

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan sebagai berikut:

7.1 KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh pada angka 6 di atas, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP);

7.2 KPP membuat daftar norminatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Surat Edaran ini;

7.3 KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan;

7.4 KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak;

7.5 KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam daftar norminatif dimaksud pada angka 7.2 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.1 (untuk wajib pajak di wilayah pemukiman) dan lampiran II.2 (untuk wajib pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya) Surat Edaran ini. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban wajib pajak (Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini), formulir pernyataan wajib pajak mengenai besarnya peredaran usaha (Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat Setoran Pajak, Formulir SPT Masa PPN, formulir pendaftaran wajib pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat Edara ini);

7.6 Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak;

7.7 Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang tercantum pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, dan 5.8 disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.  

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 7,8,10 dan angka 11 adalah sebagai berikut:

Angka 8

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan atau PKP.

8.1 Atas pemberitahuan yang dikirim kepada wajib pajak terdapat beberapa kemungkinan:

8.1.1 Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dan atau PKP;

8.1.2 Wajib pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima;

8.1.3 Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;

8.1.4 Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;

8.1.5 Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau

8.1.6 Wajib pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos). 
8.2 Terhadap wajib pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan  Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

8.3 Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.1 dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.
8.4 Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.2, oleh Seksi PDI data wajib pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.

8.5 Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.3 dan angka 8.1.6, dilakukan PSL.
8.6 Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.4 dan 8.1.5, dilakukan pencocokkan dengan data MFL:

8.6.1 Dalam hal wajib pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili wajib pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud pada angka 7.2 dengan membubuhkan catatan bahwa wajib pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;

8.6.2 Dalam hal wajib pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data Master File (MFL), dilakukan PSL;

8.6.3 Dalam hal wajib pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.  
3. Pengawasan
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak angka 7,8,10 dan angka 11 adalah sebagai berikut:

Angka 11

Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI, dengan bentuk sebagaimana terlampir pada Lampiran VII Surat Edaran ini.

2. Kepala kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Surat Edaran ini.

3. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Surat Edaran ini.

4. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Informasi Perpajakan, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Surat Edaran ini.
2.1.2.7 Dasar Hukum Kegiatan Ekstensifikasi 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi menganut beberapa Undang-Undang Hukum Perpajakan dan Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Hukum Perpajakan dan Peraturan Perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan, diantaranya:
a. Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:
1. Pemutakhiran data objek pajak adalah kegiatan yang dilakuakn untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.

2. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan NPWP kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

3. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah setiap penyewa/pengguna tempat usaha yang melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

4. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki tempat usaha ditempat di pusat perdagangan /pertokoan adalah setiap orang pribadi yang berdasaran hukum memiliki objek pajak yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha wajib pajak.
5. Pemberian NPWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil pemutakhiran data objek pajak.

6. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Palayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek pajak berupa pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

7. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi pusat perdagangandan/atau pertokoan.

8. Kantor Pelayanan Pajak Domosili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di Pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

9. Formulir Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP) adalah formulir yang digunakan untuk mendapatkan data wajib pajak orang pribadi dan berfungsi sebagai formulir pendaftaran wajib pajak.    

b. Pasal 2
1. Setiap objek pajak yang berada di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib didaftarkan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) melalui kegiatan pemutakhiran data objek pajak.

2. Setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini.
c. Pasal 3
1. Pemutakhiran data objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

2. Pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kegiatan pemutakhiran data objek pajak juga meliputi kegiatan pendataan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP). 

d. Pasal 4

1. NPWP diberikan kepada wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang belum memiliki NPWP.
2. Pemberian NPWP dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP).
3. kartu NPWP diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili wajib pajak dan/atau sesuai dengan tempat kegiatan usaha wajib pajak.

e. Pasal 5
1. Bentuk Formulir Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. 
2. Surat Edaran Nomor: SE-13/PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data oBjek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

Sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi (WPOP) Non Karyawan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ/2006 dan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan perdana di wilayah DKI Jakarta, dengan ini disampaikan penjelasan tambahan untuk dipedomani dalam pelaksanaan selanjutnya sebagai berikut:

1. Tujuan utama kegiatan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assesment.

2. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP OP baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi wajib pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

3. Kartu NPWP Cabang diterbitkan atas setiap gerai/tempat usaha tanpa memperhatikan jumlah gerai/tempat usaha dan NPWP domisilinya diterbitkan sesuai dengan alamat tempat tinggal pelaku usaha.

4. Bagi pelaku usaha yang beralamat sama dengan gerai/tempat usahanya hanya diterbitkan sesuai dengan alamat tempat tingbal pelaku usaha.

5. Apabila semua tahapan pekerjaan (prosedur operasional standar) kegiatan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP telah dilakukan, namun data dan atau informasi yang diperlukan tidak diberikan oleh wajib pajak, maka penerbitan NPWP dapat mengguanakan data pendukung lain berupa data PBB, data dari pengelola gedung, atau data dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melengkapi pelaksanaan prosedur operasional standar tersebut, dibuat laporan yang ditandatangani oleh petugas lapangan, pengelola/pendamping/pihak lain dan diketuai oleh Ketua Sub Tim Pendataan sebagaimana format terlampir.

6. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP tanpa pembebanan biaya apapun kepada wajib pajak serta mengedepankan prinsip pelayanan.

7. Pusat perdagangan atau pertokoan yang data PBB-nya atas nama hanya satu wajib pajak (pengelola).
2.1.3
Wajib Pajak
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar saat ini, dimana pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Selain itu, pajak merupakan pungutan yang dikenakan terhadap wajib pajak.
2.1.3.1
Definisi Wajib Pajak

Menurut Erly Suandi menjelaskan mengenai Wajib Pajak, bahwa:
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

(2002:3)

Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000:

”Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak”.
Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Wajib Pajak merupakan objek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak.

2.1.3.2
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak-Hak dari wajib pajak adalah:

a. Wajib pajak berhak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT).

b. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

c. Wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.

d. Wajib pajak nerhak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.

e. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).

f. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atau surat permohonan keberatan.

g. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh Dirjen Pajak. 

h. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP).

i. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

j. Wajib pajak berhak untuk memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban pajak.   
Adapun kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak adalah:

a. Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas diri wajib pajak.

b. Mengambil sendiri blanko SPT di tempat-tempat yang ditentukan Dirjen Pajak.

c. Mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dan mengembalikannya ke kantor inspeksi pajak.

d. Melakukan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.  

2.1.3.3
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1.
Pengertian NPWP

Pengertian NPWP menurut Dwiyanto: 

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan (6) enam digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
(http://belajarpajak.com/ )
Sedangkan berdasarkan sistem self assesment yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan menyatakan bahwa:

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2, ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2000). Kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 
Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa NPWP merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 
2.
Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP.

b. Sarana dalam administrasi perpajakan.

c. Berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan.

3.
Yang Wajib Memperoleh NPWP dan yang Dikecualikan
Yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah:

a. Setiap wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis.

c. Setiap badan usaha termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menjadi subyek pajak walaupun menderita kerugian.

d. Wajib pajak pemotong atau pemungut pajak. 
Sedangkan yang tidak diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah setiap wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4.
Tempat Pendaftaran NPWP 

Tempat pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

a. Bagi wajib pajak orang pribadi, tempat pendaftarannya adalah di Kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

b. Bagi wajib pajak badan, tempat pendaftarannya adalah Kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha wajib pajak.

5.
Sanksi Atas NPWP

Sebelum Dirjen Pajak mengenakan sanksi lebih lanjut, maka kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan, akan diterbitkan NPWP secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Dirjen Pajak.

Sanksi bagi wajib pajak yang tidak mendaftar, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP yang dapat merugikan negara dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
2.1.4 Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam kemandirian pembiayaan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak sangat dipengaruhi kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengantisipasi perubahan yang cepat dalam segala bidang. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin di capai oleh setiap perusahaan secara optimal.

2.1.4.1 Definisi Penerimaan Pajak
Menurut IAI, menyatakan bahwa:

“Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”.
(2002:23)
Definisi penerimaan adalah sebagai berikut:

“Uang tunai atau aktiva-aktiva lain yang diterima, Bukti yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa. Dokumentasi akuntansi yang menunjukkan laporan penerimaan barang atau untuk biaya-biaya yang dikeluarkan”.
Berdasarkan kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
Jenis-jenis penerimaan dari sektor pajak antara lain :

I. Pendapatan pajak dalam negri
1. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pendapatan PPh migas :
-  Pendapatan PPh Minyak Bumi

-  Pendapatan PPh Gas Alam

-  Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi

-  Pendapatan PPh Migas lainnya

b.
Pendapatan PPh non migas :


-  Pendapatan PPh pasal 21

-  Pendapatan PPh pasal 22

-  Pendapatan PPh pasal 22 Impor

-  Pendapatan PPh pasal 23

-  Pendapatan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi


-  Pendapatan PPh pasal 25/29 Badan


-  Pendapatan PPh pasal 26

-  Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negri


-  Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya

2.
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)


a.
Pendapatan PPn


-  Pendapatan PPn Dalam Negri


-  Pendapatan PPn Impor



-  Pendapatan PPn Lainnya


b.
Pendapatan PPnBM



-  Pendapatan PPnBM Dalam Negri


-  Pendapatan PPnBM Impor



-  Pendapatan PPnBM Lainnya
3.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan



-  Pendapatan PBB Pedesaan



-  Pendapatan PBB Perkotaan



-  Pendapatan PBB Perkebunan



-  Pendapatan PBB Kehutanan



-  Pendapatan PBB Pertambangan


-  Pendapatan PBB Lainnya

4.
Pendapatan BPHTB

5.
Pendapatan Cukai



-  Pendapatan Cukai Hasil Tembakau



-  Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol



-  Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol



-  Pendapatan Denda Administrasi Cukai



-  Pendapatan Cukai Lainnya

6.
Pendapatan Pajak Lainnya



-  Pendapatan Bea Materai



-  Pendapatan Dari Penjualan Benda Materai



-  Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya

7.
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak


-  Pendapatan Bunga Penagihan PPh


-  Pendapatan Bunga Penagihan PPN


-  Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM


-  Pendapatan Bunga Penagihan PTLL
2. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pungutan (pajak) ekspor.

1. Pendapatan Bea Masuk

-  Pendapatan Bea Masuk

-  Pendapatan Masuk Tanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)

-  Pendapatan Denda Administrasi Pabean

- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

-  Pendapatan Pabean Lainnya

2.
Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor
2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

 ”1.
Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
2. Tingkat Intelektual Masyarakat;

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi);

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat”.
(2006:56)


Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Undang-Undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus, hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak terbelit-belit, prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantorpenerimaan pajak yang mudah dicapaiakan mengurangi beban bagi wajib pajak.
2. Tingkat Intelektual Masyarakat

Dengan tingkat intelektual yang cukup baik, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan dan dapat memahami sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal.

3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat petugas pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan dan keputusan yang adil.
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Administrasi perpajakan hendaknya merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting yaitu sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian. 
2.1.5 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ekstensifikasi wajib pajak merupakan salah satu upaya Direktur Jenderal Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03/PJ./2006 tentang Tim Optimalisasi penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, menimbang:

“Bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan pajak diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tetang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak”.
Dalam hal penerimaan pajak tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak. Tugas dari Tim Optimalisasi tersebut adalah:
1. Memantau dan mengawasi kegiatan penyampaian SPT.

2. Memantau, mengarahkan dan memberi dukuknan teknis berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan penegakan hukum.

3. Memantau dan mengawasi kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.

4. Memantau, mengawasi dan memberikan dukungan teknis berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak dalam rangka memenuhi target pencairan tunggakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ekstensifikasi merupakan salah satu langkah strategis dan konkrit Direktur Jenderal Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.
2.2 Kerangka Pemikiran
Ekstensifikasi wajib pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan utama dari kegiatan ekstensifikasi ini adalah penggalian penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak.

Ekstensifikasi wajib pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu ekstensifikasi wajib pajak memfokuskan pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian dari hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak. Oleh karena itu, kegiatan ekstensifikasi wajib pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak.


Menurut Mardiasmo pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
(2003:1)
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang.

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, sistem perpajakan terdiri dari:

1) Official Assesment System

2) Semi Self Assesment System

3) Full Self Assesment System

4) With Holding System  
(2006:25)
Dari keempat pemungutan diatas, di Indonesia pelaksanaan official assessment system berakhir pada tahun 1967 yaitu dengan UU No 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.

Dalam official assessment system fiskus mengeluarkan “Surat Ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sebenarnya terutang. 

Tahun 1968 sampai dengan 1983 masih menggunakan semi self assessment system dan with holding. Kemudian tahun 1984 ditetapkan self assessment system secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dengan UU No. 16 Tahun 2000. wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkannya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Menurut Waluyo dan Wirawan pengertian self assessment system adalah:

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

(2007:17)
Dengan adanya self assessment system, wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.   

Dalam pelaksanaan self assesment system, masih terdapat hambatan yang mengakibatkan belum maksimalnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE -06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak:

“Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak”.

Sedangkan pengertian ekstensifikasi wajib pajak sebagai berikut:

“Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”.

Ekstensifikasi wajib pajak memfokuskan pada peningkatan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar.

Menurut pasal 1 UU No. 16 Tahun 2000, pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakuakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan  pemotong pajak tertentu”. 
Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. (2004:23.2)
Berdasarkan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001, pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, program ekstensifikasi wajib pajak terus dilakukan dibarengi dengan modernisasi perpajakan, sosialisasi, sistem jemput bola dengan mendatangi langsung para wajib pajak dan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE -06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak:

“Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak penghasilan (pph) pasal 25, pph pasal 21 dan PPN”.
Dengan adanya kebijakan pemerintah melalui ekstensifikasi wajib pajak diharapkan penerimaan pajak akan lebih optimal. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, penulisan dapat menyusun hipotesis sebagai berikut: “Ekstensifikasi Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak”.
Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemimikiranya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:


















Gambar 2.1
 Skema Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan dalam kegiatan  ekstensifikasi wajib pajak terhadap  penerimaan pajak”.
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